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PENDAHULUAN
Dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan dapat
dikatakan sebagai pola hubungan ‘subordinasi’ dan sudah
berlangsung lama. Hal tersebut dikarenakan konflik yang
terjadi antara keduanya telah berlangsung sejak tahun
1945. Setelah mengubah sistem monarki menjadi republik,
Partai Komunis Tiongkok mengambil alih dan mendekla-
rasikan Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober
1949. Partai Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-
Shek yang beraliran nasionalis membentuk negara sendiri
sebagai upaya melepaskan diri dari negara tersebut setelah
kekalahannya dalam perang sipil melawan Partai Komunis
yang dipimpin oleh Mao Zedong (Sujadmiko, 2010). Insi-
den tersebut membuat partai beraliran nasionalis ini
melarikan diri menuju Pulau Formosa yang kemudian
mendirikan Republic of China.
Dalam konflik tersebut, Amerika Serikat membantu
Taiwan dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan
Tiongkok. Amerika Serikat menyuplai peralatan militer
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Abstract
The dynamics of China and Taiwan relation which began with a civil war between the Communist Party and the Nationalist Party have not
ended yet. President Tsai Ing-wen rejected the existence of the One China Policy and continued to strive for Taiwan’s independence in various
ways. On the contrary, President Xi Jinping firmly declined Taiwan independence and insisted on defending Taiwan position as part of Chinese
sovereignty. This paper aims to explain the attempt of Chinese government under President Xi Jinping in responding to Taiwan move using
the concept of security sector by Buzan, Waever, and de Wilde encompasses the security strategy of the military, political, and economic
sectors. Through the analysis form this concept, Chinese government’s attempt in military and political sector succeeded to overcome the
threat from Taiwan position while in the economic sector, the outcome is not as expected since Taiwanese government intended not to
depend on Chinese economics.
Keywords: China-Taiwan relation, sovereignty, one china policy, security sector.
Abstrak
Dinamika hubungan Tiongkok dan Taiwan yang dimulai dengan perang saudara antara Partai Komunis dan Partai Nasionalis belum berakhir.
Presiden Tsai Ing-wen menolak keberadaan Kebijakan Satu Tiongkok (One China Policy) dan terus memperjuangkan kemerdekaan Taiwan
dengan berbagai cara. Sebaliknya, Presiden Xi Jinping dengan tegas menolak kemerdekaan Taiwan dan bersikeras mempertahankan posisi
Taiwan sebagai bagian dari kedaulatan Tiongkok. Tulisan ini menganalisis menggunakan konsep sektor keamanan oleh Buzan, Waever, dan
de Wilde yang mencakup strategi keamanan sektor militer, politik, dan ekonomi untuk menjelaskan upaya pemerintah Tiongkok di bawah
Presiden Xi Jinping dalam menanggapi gerak Taiwan. Melalui analisis dari konsep ini dapat dijelaskan bahwa upaya pemerintah Tiongkok di
sektor militer dan politik berhasil mengatasi ancaman dari posisi Taiwan; sementara di sektor ekonomi, hasilnya tidak seperti yang diharapkan
karena pemerintah Taiwan secara kontinu berupaya untuk tidak bergantung pada ekonomi Tiongkok.
Kata kunci: hubungan Tiongkok-Taiwan, kedaulatan, kebijakan satu Tiongkok, sektor keamanan.
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dengan jumlah besar ke Taiwan untuk mengantisipasi
ancaman yang diberikan Tiongkok. Perdagangan senjata
antara Amerika Serikat dan Taiwan ini terus terjalin, hingga
pada saat persoalan status kenegaraan Taiwan mulai diper-
tanyakan, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan inter-
nasional sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pada saat
upaya reunifikasi tersebut, Amerika Serikat menunjukkan
perannya sebagai negara pelindung Taiwan (Ramadhani,
2018).
Pada tahun 1990 hingga 2008, dinamika politik korosif
mendominasi hubungan politik Tiongkok dan Taiwan.
Pada saat itu, kedua negara tersebut saling menaruh curiga
dan masing-masing mempersiapkan berbagai cara mewu-
judkan kepentingannya (Bush, 2010). Dasar dari konflik
Tiongkok dan Taiwan di antaranya adalah; pertama, adanya
keengganan Presiden Tsai dalam menerima konsensus
1992. Yang mana telah disebutkan pada konsensus tersebut
bahwa hanya ada satu Tiongkok melalui kebijakan One
China Policy (Albert, 2016). Kedua, adanya perang sipil yang
masih belum berakhir secara resmi. Hal ini terjadi karena
pemerintah Tiongkok tidak mengakui pemerintahan di
Taiwan (The Economist, 2014).
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi yang
merupakan bagian dari wilayahnya, sehingga tidak meme-
nuhi syarat dalam hubungan negara ke negara. Isu-isu
berkaitan dengan Taiwan mendapat posisi penting bagi
Tiongkok ketika mengetahui ada keterlibatan Amerika
Serikat. Tiongkok berharap Amerika Serikat tetap mema-
tuhi adanya prinsip One China Policy begitupun dengan
Taiwan yang harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah Tiongkok (Bush, 2017).
Kebijakan One China Policy mendapat reaksi negatif dari
Taiwan, karena Taiwan tidak berkeinginan bergabung de-
ngan Tiongkok. Taiwan menganggap negaranya telah
berdaulat secara de facto dan sudah dapat dikategorikan
sebagai sebuah negara. Walaupun Taiwan memberikan
reaksi negatif, Tiongkok tetap menjalankan kebijakan One
China Policy dengan membuat aturan ketat bagi negara yang
ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok;
yang mana negara-negara tersebut tidak diperbolehkan
menjalin hubungan dengan Taiwan. Dengan kata lain,
dalam One China Policy ini negara lain harus menghormati
dan mengakui kebijakan tersebut dan hanya memilih satu
pemerintahan saja apabila ingin tetap bekerja sama dengan
Tiongkok (Nabhila, 2017).
Pada tahun 2016, Tsai Ing-wen diangkat menjadi
presiden pertama perempuan di Taiwan. Pada saat pemilu
terjadi, Tiongkok terus memantau hasil pemilihan presiden
sehingga terdapat penolakan dari Tiongkok atas adanya
pemilu yang diselenggarakan. Tiongkok tetap berusaha
mengatakan bahwa urusan Taiwan merupakan urusan in-
ternal bagi Tiongkok. Sehingga Tiongkok menegaskan
kembali adanya konsensus 1992 yang harus dihormati
(Hidriyah, 2016).
Presiden Tsai Ing-wen terus berupaya mendorong
kemerdekaan Taiwan dengan berbagai cara. Oleh karena
itu Xi Jinping bertekad menggagalkan upaya Taiwan untuk
dapat memerdekakan diri dari Tiongkok, dan menegaskan
untuk tetap menjunjung tinggi prinsip One China Policy.
Tiongkok tetap teguh pada klaimnya mengenai Taiwan
meski negara ini sudah lebih dari 70 tahun memiliki peme-
rintahan sendiri, Tiongkok masih bersikeras bahwa kedua
belah pihak berada pada satu bendera, namun Presiden
Taiwan Tsai Ing-wen menolak hal tersebut (Horton, 2018).
Menyikapi hal ini, Xi Jinping kemudian meningkatkan
pengawasan dan tekanan yang bertujuan membatasi ke-
mampuan Tsai dalam memerintah. Keberadaan Amerika
Serikat dalam membantu Taiwan ditambah berbagai usaha
Taiwan lainnya, dilihat sebagai ancaman bagi kepentingan
nasional Tiongkok. Dalam usaha mempertahankan Tai-
wan sebagai bagian dari Tiongkok sekaligus menghadapi
potensi ancaman Taiwan terutama terhadap keamanan
Tiongkok, berbagai kebijakan kemudian diambil. Meng-
ingat kebangkitan Tiongkok mencakup multisektoral,
maka tidak hanya militer yang menjadi fokus keamanan
Xi Jinping dalam menyikapi Taiwan, namun juga pada
bidang ekonomi dan politik (Kuntic, 2015).
Melihat dinamika seperti yang telah dijelaskan, tulisan
ini mencoba menjawab pertanyaan: bagaimana kebijakan
Tiongkok terhadap Taiwan dalam mengamankan kedaula-
tannya? Metode penelitian dan kerangka pemikiran yang
akan digunakan untuk menjawab pertanyaan ini akan
dibahas lebih detail pada bagian selanjutnya.
METODE RISET
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
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dengan mengumpulkan data terkait hal-hal yang melatar-
belakangi hubungan dan strategi Tiongkok terhadap Tai-
wan. Materi-materi lainnya yang dapat mendukung
penulisan diperoleh dari buku, artikel ilmiah, berbagai
sumber valid dari internet seperti berita, laporan, dan data-
data lain yang dianggap relevan, terutama yang diterbitkan
10 tahun terakhir. Agar fokus penelitian lebih spesifik,
maka cakupannya dibatasi sejak kepemimpinan Xi Jinping,
yaitu mulai tahun 2013.
KERANGKA PEMIKIRAN
Tulisan ini menggunakan konsep sektor keamanan yang
ditulis oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde.
Dalam buku Security: A New Framework for Analysis, Buzan
dkk. menjelaskan bahwa keamanan dikategorikan dalam
lima sektor yaitu: sektor keamanan, sektor politik, sektor
ekonomi, sektor sosial, dan sektor lingkungan (Buzan,
Waever, & de Wilde, 1998). Tiongkok dan Taiwan mem-
punyai permasalahan dalam bidang keamanan, sehingga
konsep sektor keamanan oleh Buzan dkk. dapat mengiden-
tifikasi ancaman yang muncul. Tiongkok merasa posisi
Taiwan sebagai negara yang menginginkan kedaulatan,
sebagai negara yang merdeka, dan lepas dari Tiongkok,
merupakan sebuah ancaman. Hal ini bahkan sudah terjadi
sebelum masa pemerintahan Xi Jinping. Sehingga penting
untuk melihat upaya-upaya kebijakan Tiongkok dalam
mengamankan kepentingan nasionalnya sebagai negara
berdaulat. Untuk membuat analisis dalam tulisan ini lebih
fokus, maka dipilih tiga dari lima sektor keamanan oleh
Buzan dkk. yaitu sektor militer, sektor politik, dan sektor
ekonomi. Pertama, dalam sektor militer, negara merupakan
aspek terpenting, keamanan militer berfokus pada
kapabilitas pertahanan suatu negara. Kedua, dalam sektor
politik, mencakup dalam kedaulatan, ideologi, dan
stabilitas organisasi. Kemudian dalam sektor ekonomi,
mencakup keuangan, pasar, dan kemampuan negara untuk
mempertahankan kesejahteraan negaranya (Buzan, Waever,
& de Wilde, 1998).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menjelaskan bagaimana posisi Taiwan dan
mengapa posisi tersebut dapat menjadi ancaman keamanan
bagi kedaulatan Tiongkok. Lebih lanjut bagian ini juga
mengelaborasi masing-masing sektor keamanan dan
bagaimana Tiongkok menyikapi ancaman jika dilihat dari
masing-masing sektor tersebut.
POSISI TAIWAN SEBAGAI ANCAMAN BAGI TIONGKOK
Buzan dkk. menyatakan bahwa ancaman dapat
dipengaruhi oleh faktor politik dan sejarah yang tidak
harmonis, yang kemudian berdampak pada keamanan
terutama sektor militer (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).
Perselisihan antara Tiongkok dan Taiwan telah berlangsung
lama bahkan sebelum Xi Jinping menduduki kursi
kepresidenan di Tiongkok. Lebih tepatnya, konf lik
Tiongkok dan Taiwan diawali dengan perang saudara
sehingga membuat hubungan kedua negara tersebut tidak
harmonis. Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan bagian dari
wilayahnya di provinsi bagian Fujian yang melakukan
pemberontakan. Namun di lain pihak, Taiwan merasa
sebagai sebuah negara yang berdaulat sehingga berhak
melakukan kerja sama atau hubungan dengan negara lain.
Gerak Taiwan yang dianggap terlalu bebas dalam
melakukan kerja sama menimbulkan berbagai dampak
yang dapat mengancam Tiongkok. Ancaman tersebut
antara lain: pertama, adanya hubungan erat antara Amerika
Serikat dan Taiwan. Amerika Serikat sering muncul dan
memosisikan diri sebagai negara yang melindungi Taiwan
atas konflik dengan Tiongkok. Apalagi, hubungan Amerika
Serikat dengan Taiwan dalam bidang persenjataan menjadi
erat karena ada ikatan berupa undang-undang. Undang-
undang tersebut berisikan janji Amerika Serikat untuk
mengirimkan senjata ke Taiwan. Dengan demikian,
Amerika Serikat juga berencana menjual persenjataan
kepada Taiwan sebesar 1,4 miliar dolar AS (Kompas, 2017).
Perjanjian tersebut membantu Taiwan menuju modernisasi
militer. Pasokan senjata yang diberikan Amerika Serikat
ke Taiwan tergolong senjata canggih. Tidak hanya itu
Amerika Serikat juga memberikan dukungan kelengkapan
militer pada Taiwan (Darmawan, 2015).
Bantuan senjata dari Amerika Serikat membuat
Tiongkok resah karena penguatan dan modernisasi senjata
militer ini membuat Taiwan merasa aman dan lebih percaya
diri. Terlebih terdapat undang-undang yang mengikat
Amerika Serikat untuk membantu mempertahankan Tai-
wan dan yang merupakan sumber utama pasokan senjata
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untuk Taiwan. Sehingga dapat memunculkan potensi
persaingan kekuatan atas kedua negara. Apabila Taiwan
memiliki kekuatan lebih besar dibanding Tiongkok maka
upaya Tiongkok dalam mempertahankan Taiwan akan
semakin sulit (Ramadhani, 2018).
Kedua, usaha Taiwan untuk mendapatkan pengakuan
sebagai negara berdaulat semakin memberikan dampak
pada eksistensi Tiongkok. Dalam keamanan pada sektor
politik ini, Buzan dkk. mengungkapkan bahwa salah satu
ancaman pada sektor ini adalah adanya penolakan penga-
kuan kedaulatan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).
Dalam hal ini, Taiwan menolak bahwa negaranya meru-
pakan bagian dari Tiongkok, sehingga Taiwan berusaha
keras agar mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai
sebuah negara yang berdaulat. Taiwan berusaha keras untuk
dapat berpartisipasi dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), bukan pada saat pemerintahan Tsai Ing-wen saja
namun pada pemerintahan sebelumnya, presiden Taiwan
juga melakukan hal yang sama (Ponniah, 2017). Hal ini
berarti apabila Taiwan mendapat pengakuan secara inter-
nasional sebagai sebuah negara, maka secara langsung dapat
mengancam kedaulatan Tiongkok dan kebijakan One
China Policy.
Ketiga, demokrasi di Taiwan. Intimidasi Tiongkok
memiliki efek negatif terhadap masyarakat Taiwan, khusus-
nya pada kaum muda. Masyarakat Taiwan sangat mendu-
kung diadopsinya demokrasi karena masyarakat dapat
bebas menyuarakan pendapatnya dan bebas dari tekanan
pemerintah. Sehingga, sulit bagi masyarakat Taiwan untuk
menerima sistem otoriter seperti di Tiongkok, terutama
terkait dengan kebijakan yang mengintimidasi dan
menekan. Buzan, dkk. juga menekankan bahwa salah satu
ancaman lain pada sektor politik adalah perihal ideologi
(Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Seperti yang kita
ketahui, Tiongkok memiliki sistem pemerintahan yang
berlawanan dengan sistem demokrasi seperti digunakan
di Taiwan, di mana demokrasi merupakan sistem politik
terbuka dan bebas, berkebalikan dengan sistem politik
Tiongkok yang cenderung tertutup dan otoriter ketika itu
(Wang, 2017).
Keempat, Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan
jatuh dalam pengaruh negara lain. Contohnya pengaruh
kekuasaan Amerika Serikat. Adanya kepentingan dan
intervensi Amerika Serikat kerap menganggu upaya
Tiongkok untuk mempertahankan Taiwan sebagai bagian
dari wilayahnya. Dari sisi sejarah, Taiwan pernah dijadikan
basis untuk melancarkan serangan ke wilayah Tenggara
Tiongkok. Karena Taiwan dipandang sebagai wilayah
strategis, yang mana posisi Taiwan terletak di antara Asia
Timur dan Asia Tenggara. Tidak heran apabila Amerika
Serikat memiliki kepentingan di Taiwan. Seperti
diungkapkan oleh Buzan dkk., pelanggaran atas kedaulatan
menjadi salah satu ancaman dalam sektor keamanan politik
(Buzan, Waever, & de Wilde, 1998). Dari perspektif
Tiongkok, Taiwan merupakan sebuah provinsi yang
termasuk dalam kedaulatan Tiongkok yang berarti
kegagalan mempertahankan Taiwan berarti kegagalan
Tiongkok dalam menjaga stabilitas negaranya (Mubah,
2014).
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Kelima, Taiwan memiliki potensi ekonomi yang cukup
besar. Taiwan merupakan salah satu negara yang memiliki
pertumbuhan dan ketahanan ekonomi cukup kuat di
kawasan Asia. Tidak heran apabila Amerika Serikat dan
Tiongkok saling memperkuat pengaruhnya di Taiwan,
apalagi terdapat peranan Amerika Serikat dalam
perekonomian Taiwan. Sehingga, kehilangan Taiwan akan
berpotensi memengaruhi stabilitas domestik Tiongkok,
seperti disampaikan Buzan dkk. bahwa salah satu ancaman
pada keamanan dalam sektor ekonomi akan berdampak
pada stabilitas domestik (Buzan, Waever, & de Wilde,
1998). Hal ini terjadi karena Tiongkok mempunyai
hubungan kerja sama ekonomi dengan Taiwan untuk
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tiongkok.
Tiongkok melihat Taiwan sebagai wilayah yang subur dan
menyimpan banyak potensi ekonomi untuk
dikembangkan. Perekonomian Taiwan dapat tumbuh
dengan pesat pada sektor industri dan perdagangan, karena
Taiwan memiliki sumber daya manusia yang memadai.
Ekonomi Taiwan sebagian besar didorong oleh manufaktur
industri, terutama ekspor, industri permesinan, dan
petrokimia (Riewpassa, 2014). Terlihat dalam produk
domestik bruto (PDB) Taiwan dari tahun ke tahun
cenderung menunjukkan kenaikan, seperti terlihat pada
Grafik 1.
Oleh karena itu, Tiongkok berusaha keras agar Taiwan
tetap menjadi bagiannya mengingat perekonomian Taiwan
yang semakin kuat. Adanya Taiwan sebagai bagian dari
Tiongkok, akan meningkatkan potensi dan perekonomian
Tiongkok menjadi lebih kuat dari yang telah dicapai, di
mana posisi Tiongkok berada di peringkat kedua setelah
Amerika Serikat (Saragih, 2018).
SEKTOR MILITER
Dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan yang
cukup besar menjadi ancaman serius bagi Tiongkok.
Amerika Serikat terus menjual senjata terhadap Taiwan di
bawah undang-undang hubungan antara kedua negara
tersebut. Tidak hanya persenjataan namun Amerika Serikat
juga menjual kapal selam ke Taiwan (CNN Indonesia,
2018). Sehingga, Tiongkok mengupayakan beberapa
kebijakan antara lain Blokade Maritim (Maritime Blockade),
Opsi Tekanan dan Paksaan Terbatas (Limited Force or Coer-
cive Options), Kampanye Kekuatan Udara dan Rudal (Air
and Missile Campaign), dan Invasi Amfibi (Amphibious Inva-
sion). Hal tersebut merupakan sikap Tiongkok dalam
mengatasi ancaman kerja sama militer Taiwan-Amerika
Serikat yaitu dengan memperkuat militernya untuk
mempertahankan kedaulatan (Departement of Defense,
2017). Keempat strategi tersebut merupakan strategi dari
People’s Liberation Army (PLA) atau tentara yang dibawahi
oleh pemerintah Tiongkok.
Kebijakan pertama, Maritime Blockade. PLA menggam-
barkan kampanye blokade dengan adanya serangan rudal
dan penyitaan pulau-pulau lepas pantai Taiwan. Dalam
blokade di Taiwan ini, PLA mengancam kapal yang keluar
dan masuk dari pelabuhan Taiwan dengan armada kapal
selam angkatan laut terbesar di Asia Timur. Upaya ini dapat
dikatakan mudah bagi Tiongkok karena geoposisi Taiwan
yang menguntungkan, apalagi target blokade merupakan
sebuah pulau ‘kecil’ yang hanya terhubung dari udara dan
laut (Fan, 2017).
Kedua, Limited Force or Coercive Options. Dalam hal ini,
PLA melakukan serangan terhadap infrastruktur atau
kepemimpinan di Taiwan yang bertujuan menurunkan
kepercayaan masyarakat Taiwan pada pemimpin mereka.
Ketiga, Amphibious Invasion. PLA melakukan kampanye
pendaratan pulau bersama, yang bertujuan menerobos
pertahanan pantai di Taiwan dan membangun tempat
pendaratan. PLA terus meningkatkan kapabilitas dan
membangun pendaratan amfibi lebih besar. Dengan
adanya pembangunan pendaratan amfibi ini tentu dapat
mengangkut lebih banyak barang dan personel PLA.
Keempat, Air and Missile Campaign. PLA tidak segan
menggunakan serangan rudal, seperti yang kita ketahui
bahwa Tiongkok telah menggelar latihan militer dan telah
mengarahkan rudal-rudal balistik ke Taiwan. Tiongkok
telah menyiapkan rudal DF-16 yang dapat menyerang Tai-
wan bahkan dari daya jangkau antara 1.000 sampai 1.500
km. PLA juga telah melakukan modernisasi persenjataan
dan kekuatan militernya (Kompas, 2017).
Dalam upaya-upaya yang dilakukan Tiongkok terhadap
Taiwan seperti dijelaskan di atas, kemampuan PLA
memang telah mengungguli Taiwan. Terlebih lagi,
Tiongkok mempunyai senjata lebih kuat dan mutakhir
daripada Taiwan, serta memiliki personel lebih banyak
yaitu 0,18% dari penduduk Tiongkok atau jumlahnya
sekitar dua juta lebih (CNN Indonesia, 2018). Upaya
Tiongkok untuk mempertahankan diri dari ancaman
militer Taiwan menggunakan kekuatan militer yang
dimiliki menjadi kewajaran untuk membela negaranya
(Buzan, Waever, & de Wilde, 1998).
SEKTOR POLITIK
Terdapat tiga ancaman dari posisi Taiwan terhadap
Tiongkok jika ditilik dari sektor politik, yaitu: usaha Tai-
wan untuk mendapatkan rekognisi sebagai negara berdau-
lat; Tiongkok tidak ingin Taiwan merdeka dan jatuh dalam
kekuasaan negara lain; serta adanya demokrasi di Taiwan.
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Untuk mengatasi hal tersebut, Tiongkok mengeluarkan
kebijakan politik antara lain dengan Persatuan Garis
Depan (A United Front), Campur Tangan dalam Politik
Taiwan (Interference in Taiwan Politics), dan Isolasi (Isolated
and Alone). Dari ketiga kebijakan politik tersebut, Tiongkok
paling menekankan pada Isolated and Alone yaitu Tiongkok
mengupayakan untuk menghilangkan Taiwan dari
pengakuan resmi forum internasional sementara Presiden
Tsai terus berupaya memperjuangkan kebebasan dan demo-
krasi Taiwan. Untuk membungkam ambisi Taiwan, Tiong-
kok menggunakan kekuatannya untuk memutuskan hubu-
ngan resmi Taiwan dengan negara lain (Suastha, 2017).
Xi Jinping memutuskan hubungan resmi antara Tai-
wan dengan negara lain melalui penegasan adanya One
China Policy, yang mana apabila negara lain ingin bekerja
sama dengan Tiongkok maka tidak bekerja sama dengan
Taiwan karena menurut Tiongkok Taiwan masih berada
di bawah wilayah kedaulatannya (Nabhila, 2017). Adanya
One China Policy tersebut, membuat negara yang mengakui
secara resmi bahwa Taiwan merupakan sebuah negara, akan
terkendala dalam kerja samanya dengan Tiongkok atau
bahkan mendapat penolakan. Kurang lebih terdapat 19
negara mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, beberapa
negara tersebut berada di Amerika Tengah (Myers, 2017).
Penekanan yang dilakukan oleh Tiongkok secara terus-
menerus terhadap negara-negara yang memiliki hubungan
diplomatik dengan Taiwan, pada akhirnya menjadi
ancaman bagi Taiwan berupa kehilangan dukungan
diplomatiknya, antara lain dari El Salvador, Guatemala,
dan Honduras (Perdana, 2018).
Taiwan mengakui bahwa posisinya semakin terpinggir-
kan dalam dunia internasional akibat upaya Tiongkok yang
terus menghalangi Taiwan dalam mendapat pengakuan
internasional. Strategi politik ini berhasil melihat status
Taiwan saat ini yang belum diakui sebagai sebuah negara
berdaulat oleh dunia internasional termasuk PBB. Tiong-
kok menggunakan strategi campur tangan dalam politik
domestik Taiwan sehingga, Tiongkok selalu dapat terlibat
dalam permasalahan yang menyangkut Taiwan.
SEKTOR EKONOMI
Dari sektor ekonomi, Tiongkok memiliki tiga strategi
untuk menyiasati kemungkinan terburuk jika akhirnya
Taiwan tidak lagi menjadi bagian kekuasaannya. Mengingat
Taiwan memiliki andil cukup besar dalam ekonomi
Tiongkok, maka strategi ekonomi yang diambil yaitu:
pertama, mengurangi jumlah wisatawan yang mengunjungi
Taiwan. Pada tahun 2015, jumlah pengunjung dalam
penerbangan langsung antara Tiongkok dan Taiwan
mencapai 900 orang per-minggu. Dan terdapat lebih dari
9,4 juta orang yang melakukan penerbangan antara
Tiongkok dan Taiwan pada tahun 2014. Namun, pada saat
Tiongkok mengurangi jumlah wisatawan yang mengun-
jungi Taiwan, jumlah pengunjung ke Taiwan dari Tiongkok
turun hingga 20% dari tahun 2016 ke 2017 (Albert, 2016).
Kedua, Tiongkok berusaha meyakinkan Taiwan bahwa
perekonomian Taiwan tidak akan maju apabila tidak ada
kerja sama ekonomi dengan Tiongkok. Tiongkok membuat
Taiwan bergantung pada perekonomiannya agar hubungan
keduanya semakin erat. Tiongkok cukup yakin dengan
langkah ini mengingat walaupun Tiongkok dan Taiwan
berkonflik, namun pada sektor ekonomi, khususnya dalam
bisnis dan investasi, Tiongkok dan Taiwan merupakan
mitra baik sejak tahun 2002 di mana Tiongkok telah men-
jadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan (Hidriyah, 2016).
Ketiga, mempermudah masyarakat Taiwan untuk
bekerja di Tiongkok. China Taiwan Affairs mengumumkan
bahwa terdapat 31 kebijakan preferensi baru yang dibuat
oleh Tiongkok yang bertujuan menarik masyarakat Tai-
wan untuk berinvestasi dan berkarir serta tinggal di
Tiongkok (Schubert, 2018), yaitu dengan memberikan
perlakuan sama dengan masyarakat Tiongkok lainnya. Dari
31 kebijakan tersebut, 12 di antaranya berkaitan dengan
fasilitas akses pasar dan persaingan perusahaan Taiwan yang
berada di Tiongkok. Sementara itu, 19 kebijakan lainnya
merupakan peluang baru bagi masyarakat Taiwan untuk
memiliki pendidikan tinggi, mendirikan usaha baru, atau
dapat bergabung sebagai tenaga kerja di Tiongkok. Contoh-
nya masyarakat Taiwan dijanjikan mendapat akses industri
yang lebih baik, menjadi tenaga profesional dan tidak ada
batasan administratif. Ketiga strategi tersebut sesuai dengan
apa yang dikatakan Buzan dkk., bahwa dalam keamanan
pada sektor ekonomi suatu negara mengejar kebutuhan
ekonomi untuk menyejahterakan negara tersebut (Buzan,
Waever, & de Wilde, 1998: 105).
Dari ketiga strategi tersebut tidak semuanya menun-
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jukkan hasil yang signifikan. Pengurangan jumlah
wisatawan yang mengunjungi Taiwan dan mempermudah
masyarakat Taiwan untuk bekerja di Tiongkok, cukup
berhasil dilihat dari data penurunan jumlah wisata seperti
ditunjukkan Grafik 2.
Grafik 2. Pariwisata Taiwan (dalam Miliar USD)








Sementara, upaya Tiongkok meyakinkan Taiwan bahwa
perekonomian Taiwan tidak akan maju apabila tidak ada
kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dapat dikatakan
belum berhasil. Hal ini disebabkan Taiwan bersikeras
untuk tidak terlalu menggantungkan perekonomiannya
pada Tiongkok (Tanasaldy, 2017).
Menurut Tsai Ing-wen, masa depan Taiwan bukan pada
Tiongkok, namun pada dunia. Hal tersebut ditunjukkan
dengan keberhasilan Taiwan dalam pembangunan ekono-
mi yang berhasil memiliki daya saing dalam panggung
internasional. Terlihat dari sisi pendapatan perkapita,
tabungan domestik, dan devisa yang sangat besar, semua
hal tersebut merupakan suatu peluang Taiwan untuk dapat
meningkatkan perdagangan, memberi bantuan luar negeri,
atau menambah investasi luar negeri (Tanasaldy, 2017).
KESIMPULAN
Strategi Xi Jinping dalam mengamankan kedualatan
Tiongkok terhadap Taiwan dapat dilihat dari tiga sektor
keamanan yang diajukan oleh Buzan dkk. yaitu sektor
militer, sektor politik, dan sektor ekonomi. Dari ketiga
klasifikasi tersebut dapat dipetakan strategi mana yang
berhasil dan yang dianggap kurang efektif dalam
mempertahankan kedaulatan Tiongkok terhadap Taiwan.
Dalam strategi sektor militer dan sektor politik untuk
mengatasi ancaman dari posisi Taiwan hingga saat ini dapat
dikatakan masih mampu membuat Taiwan tetap menjadi
bagian dari Tiongkok, atau setidaknya mempertahankan
status quo di mana Taiwan tidak mengambil tindakan
ekstrem untuk membebaskan diri dari Tiongkok. Sedang-
kan, pada strategi sektor ekonomi, sebagian upaya oleh
Tiongkok berhasil dan yang lainnya mengalami kegagalan
karena sampai saat ini Taiwan masih berusaha keras agar
perekonomian negaranya tidak bergantung pada Tiongkok.
Perlu menjadi catatan bahwa tulisan ini masih memiliki
berbagai keterbatasan, dan tidak menutup kemungkinan
bahwa berbagai ancaman yang dirasakan Tiongkok
terhadap posisi Taiwan seperti diungkapkan dalam tulisan
ini tidak secara mutlak mencakup secara komprehensif,
mengingat konflik Tiongkok dan Taiwan yang berkepan-
jangan dan kompleks. Oleh karena itu, penelitian dengan
variabel berbeda sangat mungkin menghasilkan kesimpu-
lan yang berbeda, mengingat tulisan ini hanya berfokus
pada strategi militer, politik, dan ekonomi di masa pemerin-
tahan Xi Jinping pada tahun 2013-2017.
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